KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINS| JAWA TIMUR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 120.23 13/ KSB / 033.4 /2019
NOMOR : 188/01.01/KSB/404.011/2019

TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu
Sembilan Belas (2-1-2019), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda-tangan
di bawah ini :

Dr. H. SOEKARWO : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di
Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Ir. H. BUDI SULISTONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku
Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang
Kerja Sama Pembangunan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
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BAB |
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-
program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui kegiatan kerja sama antar
daerah;

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan
potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung
pembangunan daerah secara efektf dan efisien guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

BAB I
RUANG LINGKUP DAN OBJEK
Pasal 2

(1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi;

(2) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB llI
BENTUK DAN PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang
bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja
Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama serta
pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK
memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) masing-masing sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang
dikerjasamakan;

(3) Dalam pelaksanaan kerjasama, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan
Pemerintah Pusat.
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BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dan
APBD Kabupaten Ngawi; dan
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila dalam pelaksanaan kesepakatan bersama
“ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau memanfaatkan aset daerah,
maka harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
masing-masing pihak, dengan ketentuan apabila biaya pelaksanaan
kesepakatan bersama tersebut belum teranggarkan dalam APBD tahun
anggaran berjalan agar segera dilakukan penganggarannya.

BABV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat
diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

(2) Pihak yang akan memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak
lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan
Bersama ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2
(dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum

yang sama.
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Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya,

PIHAK KEDUA PIHAK KESAT,

. H. BUDFSULISTONO . Dr. H. SOEKARWO




